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BABIV
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
1.1.1 Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa

efektivitas penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Tempat Parkir sebagai kebijakan publik di Kota Malang adalah efektif,
ditunjukkan dari hasil kuesioner dan perhitungan dengan
menggunakan skala Likert. Menggunakan 10 sampel responden
didapatkan nilai rata-rata presentase sebesar 22,6% yang berarti bahwa
kebijakan publik tersebut sudah efektif, meski masih ada yang perlu
diperbaiki dan ditingkatkan. Perbaikan ini berdasarkan jawaban
responden yang apabila diakumulasikan terdapat 6 responden dengan
presentase diatas 22% (efektif) dan 4 responden yang mendapatkan
presentase dibawah 22% (cukup efektif). Disamping itu, baik secara
klausul maupun implementasinya, Perda tersebut masih belum
mengatur secara detail tentang poin-poin tentang pengaturan dan teknis
atribut petugas parkir, pemetaan wilayah parkir, yang selama ini masih
berdasarkan kecamatan, belum ada titik parkir yang jelas secara fisik,
serta bagaimana pengaturan sanksi petugas parkir atas kelalaian dalam
melakasanakan kewajiban.

Solusi atas permasalahan pertugas parkir dalam mewujudkan good
governance dapat ditempuh melalui salah satu tahapan kebijakan

publik, yaitu evaluasi. Hasil efektif yang didapatkan dari proses
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evaluasi tidak serta merta kebijakan publik tersebut tanpa kekurangan,
akan tetapi masih memerlukan peningkatan dan perbaikan. Dengan
demikian, diperlukan upaya dalam menyiapkan sistem, tata kelola, dan
Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiganya akan terwujud apabila ada
partisipasi publik sebagai karakteristik kebijakan publik. Partisipasi
publik, penguatan sistem, tata kelola, terutama SDM dari pihak-pihak
terkait berperan sebagai penegak hukum (law enforcement), sangat

diperlukan dalam mewujudkan good governance.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan permasalahan, dan analisis dalam penulisan ini,

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.2.1 Bagi Pemerintah Kota Malang
Pemerintah sebagai pemilik kewenangan otonomi perlu mengatur kembali
detail pengelolaan dan tata kelola parkir di dalam Perda Nomor 4 Tahun
2009. Perbaikan peraturan mengenai tempat parkir tersebut sebaiknya
lebih berfokus pada ketentuan petak atau titik parkir, mekanisme tata
kelola parkir, kewajiban penggunaan atribut parkir, hal mengenai
pengalihan surat penunjukan, teknis pengaturan dan pengelolaan lahan
parkir, dan sistem pemberian Kkarcis parkir. Pemerintah kiranya tidak hanya
membenahi regulasi dan memberikan sanksi tegas, namun juga aktif

memonitoring implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan. Regulasi
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perparkiran bukan semata-mata diperbaiki namun juga perlu ditingkatkan
dalam segi implementasi.

1.2.2 Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang
Dinas Perhubungan Kota Malang harus lebih pro aktif dalam memberikan
pembinaan, monitoring, dan sanksi tegas terhadap petugas parkir yang: 1)
tidak menggunakan atribut petugas parkir; 2) melakukan pengalihan surat
penunjukan atau KTA tanpa sepengetahuan atau seizin dinas terkait; 3)
melanggar rambu dan lahan parkir; 4) hanya memberikan karcis apabila
diminta; dan 5) tidak merobek karcis parkir yang sudah digunakan. Dishub
wajib menyelenggarakan pembinaan dengan melibatkan seluruh petugas
parkir resmi di kawasan Kayutangan Heritage dengan sistem gelombang
guna menghindari misinformasi antar pihak. Diperlukan pula tranparansi
dan akuntabilitas terhadap basis data anggaran perparkiran, baik secara
mternal maupun eksternal (publik) guna meningkatkan kredibilitas tata
kelola perparkiran.

1.2.3 Bagi Petugas Parkir
Penting untuk memahami SOP yang telah dikeluarkan oleh Dinas
Perhubungan Kota Malang, mematuhi peraturan yang berlaku dengan
membawa surat penunjukan, KTA aktif, atribut petugas parkir, serta
memberikan karcis tanpa diminta oleh pengguna jasa parkir.

1.2.4 Bagi Masyarakat
Masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam memberikan saran

dan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
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Keterlibatan warga atau masyarakat ditujukan untuk mencari jalan keluar
atas permasalahan-permasalahan publik yang terjadi. Berdasarkan hal ini,
masyarakat sekaligus pengguna jasa parkir diharapkan lebih kritis dan
tanggap. Masyarakat hendaknya membantu kerja lembaga legislatif dan
dinas-dinas terkait dalam menegakkan tata kelola parkir, seperti

memberikan saran, masukan, serta evaluasi atas peraturan yang berlaku.
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